
BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG
PADA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI TORAJA UTARA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa
untuk setiap Desa dan ketentuan pasat 3g
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 2Ol /PMK.O7 /2022 tentang pengelolaan

Dana Desa, Tata Cara pembagian dan penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembagian

dan Penetapan Rincian Dana Lembang pada Setiap
Lembang di Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2023.



Mengingat 1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbararr
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 terrtar,g

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuaagan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahatt
Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimara telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9
(COVID-I9) danlatau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Nega-ra Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarg
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijalan Keuangar
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-I9) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangaa (Lembaran Negara Republik Indonesia



+

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentalg

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahart

Lembaral Negara Republik Indonesia

Nomor 4874);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

teiah diubah beberapa ka,1i, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undalg

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tatnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Ta,hun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 684 1);

5

6

7

8
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9. Undarrg-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangal Antara Pemerintah Pusat dal
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 123, Tambahaa Lembaral Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2O2l tentang Badal Usaha Milik

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2027 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

12. Peraturaa Pemerinta,h Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nega-ra (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerinta,h

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerlntah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Ta,hun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 ?ahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Teh:;rr 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Fresiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202i
Nomor 63);

14. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tah:l.n 2022 Nomor 215);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50 /PMK.O7 12017 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimala
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 255|PMK.O7 /2017 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Keualgan Nomor

50/PMK.OZ l2Ol7 tentang Pengelolaan Transfer

ke-Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

16. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangal Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 6 1 1);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 1 / PMK.

07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1295);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Uta,ra

Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 40);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 4 Tahun 2O2I tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
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Menetapkan

Nomor 121);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tatlurl 2O22

Nomor 8);

21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52

Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 52);

22. Peraluran Bupati Toraja Utara Nomor 36

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 36).

MtrMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN

TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Torqja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oieh pemerintah Daerah dal
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya da,lam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
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memimpin pelaksanaan urusar pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

5. Lembaag adalah kesatuan masyaralat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asa-l usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik lndonesia.

6. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari
Angga-ran Pendapatan dan Belalja Negara yang

diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer
mela-lui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraar pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Lembang adalah Kepala lembang
dibantu perangkat Lembang sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Lembang.

9. Badan Permusyawaratan Lembang yang
selanjutnya disingkat BpL adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KppN adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal perbendaharaal yang
memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara
untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa
Bendahara Umum Negara.

11. Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara yang
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selanjutnya disingkat APBN adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan negara yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

12. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daera-h yang

selaljutnya disebut APBD adalah renca-rla

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang

selanjutnya disebut APBlembang, adalah rencata
keuangan tahunan pemerintahan lembang.

14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpalal uang negara yang ditentukan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara untuk menampung seluruh penerimaan

negara pada bank sentral.

15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang dltentukan oleh

Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah darl membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

16. Rekening Kas Lembang yang selanjutnya disingkat
RKL adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Lembang yarg menarnpung seluruh
penerimaan Lembang dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Lembang dalam
1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama
1 (satu) periode anggaran.

18. Jumlah Lembang adalah jumlah Lembang yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

19. Bantuan Langsung Tunai Lembang yang
selanjutnya disingkat BLT Lembang adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin
atau tidak mampu di Lembang yang bersumber
dari Dana Lembang untuk mengurangi dampak
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ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus

Disease 2O1 9 (COVID-I 9).

BAB I1

JUMLAH LEMBANG

Pasal 2

Jumlah Lembang yang ditetapkan oleh Kementerian

Dalam Negeri di Daerah terdiri dari 111 (seratus

sebelas) Lembang dari 2l (dua puluh satu) Kecamatan,

dengan Rincian Dana Lembang pada setiap Lembang

sebagaimana tercantum da-lam Lampiran dan
merupakar bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN
DANA LEMBANG KE SETIAP LEMBANG

Pasal 3

Rincian Dana Lembang pada setiap Lembang di Daerah
Tahun Anggaral 2023, dialokasikan secara merata dan
berkeadiian berdasarkan:
a. alokasi dasar setiap Lembang;
b. alokasi afirmasi setiap Lembang;
c. alokasi kinerja setiap Lembang; dan
d. alokasi formula setiap Lembang.

Pasal 4

(U Pagu Alokasi Dasar setiap Lembang sebagaimala
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan
sebesar 657o (enam puluh lima persen) dari
Anggaraa Dana Lembang seca_ra proporsional
dibagi kepada setiap Lembang berdasarkan klaster
jumlah penduduk.

(21 Alokasi dasar setiap Lembang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
a. Rp415.261.000,00 (empat ratus lima belas

juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
bagi Lembang dengan jumlah penduduk
1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp477.550.000,00 (empat ratus tujuh puluh
tujuh juta lima ratus iima puluh ribu rupiah)
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bagi Lembang dengan jumlah penduduk 101

(seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus)

jiwa;

c. Rp539.839.000,00 (iima ratus tiga puluh

sembilan juta delapan ratus tiga puluh

sembilan ribu rupiah) bagi Lembang dengan

jumlah penduduk 501 (lima ratus satu)

sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;

d. Rp602.128.000,00 (enam ratus dua juta
seratus dua puluh deiapan ribu rupiai) bagi

Lembang dengan jumlah penduduk 1.501

(seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000

(tiga ribu) jiwa;

e. Rp664.418.000,00 (enam ratus enam puluh

empat juta empat ratus delapan belas ribu
rupiah) bagi Lembang dengan jumlah

penduduk 3.00 1 (tiga ribu satu) jiwa sampai

dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

f. Rp726.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh

enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bagi

Lembang dengan jumlah penduduk 5.001

(lima ribu satu) sampai dengan 10.000

(sepuluh ribu) jiwa; dan

C. Rp788.996.000,00 {tujuh ratus delapan puluh

delapan juta sembilan ratus sembilan puluh
enam ribu rupiah) bagi Lembang dengan

jumlah penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh

ribu) jiwa.

Pasal 5

- t0 -

(1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Lembang

sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 3 huruf b
diberikan sebesar 1% (satu persen) dari Anggaran

Dana Lembang dibagi secara proporsional kepada

Lembang tertingga,l dan Lembang, sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

(21 Alokasi Afirmasi untuk setiap Lembang

sebagaimana dima,ksud pada ayat (1) dihitung
dengan menggunakan rumus:



AA Lembang = (0,01 x DD)/{(1,5 x DST) + (1 x DT)}

Keterangan:

AA Lembang = Alokasi Afirmasi setiap Lembang;

DD = pagu Dana Lembang nasional;

DST = jumlah Lembang sangat

tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggi;

DT = Jumlal Lembang tertinggal yang

memiliki jumiah penduduk miskin

tinggi.
(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Lembang tertinggal

yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
dihitung sebesa.r 1 (satu) ka-li Alokasi Afirmasi

setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada

ayat l2\.
(41 Besarar Alokasi Afirmasi untuk Lembang sangat

tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin
terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima)

kali Alokasi Afirmasi setiap Lembaag sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(5) Alokasi Afirmasi setiap Lembang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan
sebagai berikuit:
a. Rp105.688.000,00 (seratus iima juta enam

ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
untuk Lembang tertinggal; dan

b. Rp158.532.000,00 (seratus lima puluh
delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu
rupiah) untuk lembang sangat tertinggal.

(6) Lembang tertinggal dan Lembang sangat tertinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

merupakan Lembang tertinggal dan Lembang
sangat tertinggal yang memiiiki jumlah penduduk
miskin terbanyak yang berada pada kelompok
Lembang pada desil 5 (lima) sampai dengan desil
10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal perimbangan

Keuangan.
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Pasal 6

(1) Pagu Alokasi Kinerja setiap Lembang sebagaimana

dimaksud da-lam Pasal 3 huruf c diberikan sebesa-r

4oh (empat persen) dari anggaran Dala Lembang

dibagi kepada Lembang dengan kinerja terbaik.

(21 Alokasi kinerja seba€aimana dimaksud pada

ayat (1) dibagikan kepada Lembang dengan kinerja

terbaik.

(3) Alokasi Kineda ditetapkan secara proporsional

sebesar 15% (lima belas persen)

(4) Penetapan Lembang dengan kinerja Lembang

terbaik sebagaimana dima,ksud pada ayat (2),

dinilai berdasarkal kriteria utama dan kriteria
kinerja.

(5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) terdiri atas:

a. bukan Lembang penerima Alokasi Afirmasi;

b. Lembang berstatus berkembang, maju, atau

mandiri;

c. Lembang yang melaksanakan BLT Lembang

pada tahun anggaran 2021; dan

d. tidal< terdapat penyalahgunaan keuangan

Lembang sampai dengan batas waktu
perhitungan rincian Dana Lembang.

(6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (41 terdiri atas indikator wajib dan indikator
tambahan.

(71 lndikator wajib sebagaimana dima_ksud pada

ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori

dengan bobot, yaitu:

a. pengelolaan keuargan Lembang dengan bobot

2O%o (dua puluh persen), terdiri atas:

1. perubahan rasio pendapatan asli

Lembang terhadap tota-l pendapatan

APBlembaag dengan bobot 50% (lima
puluh persen); dan

2. rasio belanja bidang pembangunan dan

pemberdayaan terhadap tota-l betanja
-12_



bidang APBlembang dengan bobot 50%

(1ima puluh persen);

b. pengelolaan Dana Lembang dengan bobot 2Oo/o

(dua puluh persen), terdiri atas:

1. persentase kesesuaian bidang

pembangunan dan pemberdayaan

sebagai prioritas Dana Lembang dengan

bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

2. persentase pengadaan barang jasa Dana

Lembang secara swakelola dengan bobot

45% (empat puluh lima persen);

c. capaian keluaran Dana Lembang dengan

bobot 25%" (dua puluh lima persen), terdiri
atas:

1. persentase realisasi penyerapan Dana

Lembang dengan bobot 50% (lima puluh
persen); dan

2. persentase capaian keluaran Dana

Lembang dengan bobot 50% (lima puluh
persen); dan

d. capaian hasil pembangunan Lembang dengan

bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri
atas:

1. perubahaa skor indeks Lembang

membangun dengan bobot 30% (tiga

puluh persen);

2. peruba,han status Desa indeks Lembang

membangun dengan bobot 30% (tiga

puluh persen);

3. status Lembang indeks Lembang

membangun terakhir dengan bobot 10%

(sepuluh persen); dan

4. perbaikan jumlah penduduk miskin
Lembang dengan bobot 30% (tiga puluh
persen).

(8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dikelompokkan daiam 4 (empat)

kategori, yaitu:
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a. pengelolaan keuangal Lembang, terdiri atas:

1. penetapax Peraturan Lembang mengenai

APBlembang Tahun Anggaran 2022;

2. keberadaan Peraturan Lembang

mengenai Rencara Pembangunan Jangka

Menengah Lembang Tahun Anggaran

2022;

3. keberadaan Peraturan Lembang

mengenai Rencana Kerja Pemerintah

Lembang dan Perubahaanya Tahun

Anggarat 2022;

4. keberadaan Dokumen Rencana Anggaran

Kas Lembang pada Tahun Anggaran

2022;

5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap

dan tunjangan Kepala Lembang,

Perangkat Lembang dan Badan

Permusyawaratan Lembang tidak

melebihi 30% (tiga puluh persen) dari

belanja APBlembang Tahun Anggaran

2022; danlatau
6. ketersediaan infografis atau media

informasi lainnya tentang APBlembang

Tahun Anggaran 2022.

pengelolaan Dana Lembang, terdiri atas:

1. persentase belanja BLT Lembang

terhadap total Dana Lembang tahun

anggaran 2O2l;

2. persentase belanja untuk peningkatan

kualitas hidup masyarakat Lembang

terhadap total Dana Lembang tahun

anggaran 2O2l;

3. persentase belanja atau pembiayaan

untuk penyertaan moda,l pada badan

usaha milik Lembaag terhadap Dana
Lembang tahun anggaran 202 1;

4. persentase belanja untuk penanganan

pandemi Cororan Virus Disease 2Ol9

-14-
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C

(COVID-|9) diluar dari BLT Lembang

terhadap Dana Lembang tahun

anggaran 2O2l;

5. persentase belanja untuk padat karya

tunai Lembang terhadap Dana Lembang

tahun anggaran 2O2l;

6. persentase belanja untuk penanganan

shmting terhadap Dana Desa tahun

anggaran 202 1;

7. persentase belanja untuk ketahanan

pangan dan hewani terhadap Dana

Lembang tahun anggaran 2O2l;

dan/atau

8. persentase belanja untuk teknologi

informasi dan komunikasi terhadap Dana

Lembang tahun anggaran 202 1.

capaian keluarar Dana Lembang, terdiri atas:

1. jumlah tenaga kerja dari Lembang

setempat yang dilibatkan dalam

pembangunan Lembang dari Dana

Lembang tahun anggaran 2027;

danlatau
2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT

Lembang ta-hun anggaran 2021.

capaian hasil pembangunan Lembang, terdiri
atas:

1. ketersediaar, produk inovasi Lembang

pada tahun anggaran 2O2 1 ;

2. besaran kontribusi badan usaha milik
Lembang untuk pendapataa asli Desa

pada APB Lembang tahun arggaran

2021;

3. status Lembang yang stop buang air
besar sembarangan pada tahun anggaran

2021; d,anlatau
4. jumlah ketercapaian pelalsanaaa

pembangunan berkelanjutan Lembang

pada talrun anggaran 2022.

d

- 15 -



(9) Daerah dapat melakukan penilaian kinerja

Lembang dengan menggunakan kriteria kinerja

berupa indikator tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (9).

(10) Bobot hasil penilaian kinerja Lembang oleh Daerah

dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling tinggi

25o/o (dua puluh iima persen) dari total penilaian

kinerja Lembarg, dengan ketentuan:

1. menggunakan indikator tambahan sebanyak 1

(satu) sampai dengal 5 (lima) indikator,

diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima

belas persen);

2. menggunakaa indikator tambahan sebanyak 6

(enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator,
diberikan bobot penilaian sebesar 2Oo/" (d:ua

puluh persen); dan

3. menggunakan indikator tambahan lebih dari
10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot
penilaian sebesar 25o/o (dua puluh lima
persen).

Pasal 7

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d diberikan dengan porsi sebesar

30% (tiga puluh persen) dari angga-ran Dana
Lembang.

(21 Pagu Alokasi Formula setiap Lembang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
berdasarkan indikator:

a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh
persen);

b. angka kemiskinan Lembang dengan bobot
4Oo/o (empat puluh persen);

c. luas wilayah Lembang dengan bobot 10%
(sepuluh persen); dan

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 4O9/o

(empat puiuh persen).
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(3) Besaran Alokasi Formula setiap Lembang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dengan menggunakan rumus:

AF Lembang = (0,10 x Zl\ + lO,4O x Z2l +

(0,10 x Z3)+ (O,4O xZ4l\ x AF

Keterangan:

AF Lembang = Alokasi Formula setiap

Lembang

Zl = rasio jumlah penduduk 10%

setiap Lembang terhadap total

penduduk Lembang.

Z2 = rasio jumlah penduduk

miskin 40% setiap Lembang

terhadap total penduduk

miskin Lembang.

Z3 = rasio luas wilayah 107o setiap

Lembang terhadap total luas

wilayah Lembang.

Z4 = rasio IKG 40% setiap Lembang

terhadap IKG Lembang.

(41 Besaran porsi Alokasi Formuia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan

selisih iebih hasil penghitungan Alokasi Dasar,

Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi

habis untuk setiap Lembang, sisa penghitungan

Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, darr Alokasi

Kinerja.

(5) Da1am hal hasil penghitungan Aiokasi Formula

setiap Lembang tidak terbagi habis, sisa

penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada

Lembang yang mendapat Dana Lembang terkecil.

BAB IV

PENE?APAN RINCIAN DANA LEMBANG

Pasa-l 8

Penetapan

Lembang

Anggaran

Rincian Dana Lembang untuk
di Kabupaten Toraja Utara
2023 sebagaimana tercantum

setiap

Tahun

dalam
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN PtrRSYARATAN PENYALURAN

DANA LEMBANG

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Lembang dilakukan melalui
pemindahbukuan dari RKUD ke RKL.

(21 Pemindahbukuan dari RKUD ke RKL sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah persya-ratan penyaluran

telah dipenuhi oleh Lembang.

(3) Penyaluran dana Lembang dari RKUD ke RKL

tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima
Peraturan Lembang mengenai APBlembang.

(41 Penya,iuran dana Lembang tahap I sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk
pendanaan kebutuhan Dana Lembang untuk
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2Ol9
(covD-|g).

(5) Penyaluran dana Lembang dari RKUD ke RKL

tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan apabila Bupati tela,h menerima:

a. laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Lembang tahun
anggatan 2022;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Lembang tahap I

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan

paling rendah 50% (lima puluh persen) dan
rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Lembang tahap I yang telah
disa-lurkan;

c. Keputusan Kepala Lembaag mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Lembang atau Keputusan Kepala Lembang
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mengenai tidak terdapat keluarga penerima

manfaat BLT Lembang; dan

d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi

kumulatif sisa Dana Lembang di RKL antara

Pemerinta,h Daerah dan Pemerintah Lembang

yang berasal dari sisa Dana Lembang Tahun

Anggaran 2Ol5 sampai dengan Tahun

Anggaran 2018.

(6) Penyaluran Dana Lembang tahap III sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila
Bupati telah menerima:

a. laporan rea-lisasi penyeraparl dan capaian

keluaran Dana Lembang sampai dengan

tahap II sebagaimana dimal<sud pada ayat (5)

menunjukan rata-rata realisasi penyerapan

paling rendah 90% (sembilan puluh persen)

dan rata-rata capaian keluaran menunjukan
paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen);

dan

b. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Lembang tahun anggaran 2022.

Pasal i0

-19-

(1) Penyaluran Dana Lembang untuk kebutuhan BLT
Lembang bulan kesatu sampai dengan bulan
ketiga dilaksanakan setelah Kepala trmbang
menyampaikan kepada Bupati hat sebagai berikut:
a. peraturan Kepala Lembang mengenai

APBLembang;

b. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas)

bulan untuk penyaluran Dana Lembang

untuk BLT Lembang disampaikan paling
lambat tanggal t2 Mei 2022; dan

c. Keputusan Kepala Lembang mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT
lembang.

(21 Penyaluran dana Lembang untuk BLT Lembang



bulan Keempat sampai dengan bulan Keduabelas

dilaksana-kan dengan ketentuan :

a. penyaluran dana Lembang untuk BLT

Lembang bulan Keempat sampai dengaa

bulal Keenam dila,ksanakan setelah Kepala

Lembang menyampaikan realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat yang telah

menerima pembayaran BLT Lembang bulan
Kesatu sampai dengan bulan Ketiga;

b. penyaluran Dana Lembang untuk BLT

Lembang bular Ketujuh sampai dengan bulan
Kesembilan dilaksanakan setelah Kepala

Lembang menyampaikan realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat yang telah

menerima pembayaran BLT Lembang bulan
Keempat sampai dengan bulan Keenam; dan

c. Penyaluran Dana Lembang untuk BLT

Lembang bulan Kesepuluh sampai dengan

bulan Keduabelas dilaksanakan setelah

Kepala Lembang menyampaikan realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Lembang bulan
Ketujuh sampai dengan bulan Kesembilan.

(3) Kepala Lembang wajib menyampajkan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayarar BLT Lembang bulan
kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas
kepada Bupati paling lambat tanggal 16

Desember 2023.

(4) Dalam hal tanggal 16 Desember 2023 bertepatan
dengan hari libur atau cuti bersama, batas waktu
penyampaian data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 pada hari kerja berikutnya.

(5) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Lembang bulan kesepuluh
sampai dengan bulan keduabelas sebagaimala
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dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan

penyaJuran Dana Desa tahap I tahun
anggaran 2024.

(6) Dalam hal terdapat perubahan keputusan Kepala

Lembang mengenai penetapan Keluarga penerima

manfaat BLT Lembang, Kepala Lembang

menyampaikan perubahan keputusan Kepala

Lembang dimaksud kepada Bupati.
(7) Kepala Lembang bertanggunglawab atas kebenaran

data realisasi jumlah keiuarga penerima manfaat
yang menerima BLT Lembang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayaf (41.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA LEMBANG

Pasal 11

(1) Pemerintah Lembang wajib menganggarkan dan

melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber

dari Dana Lembang untuk:
a. program perlindungan sosial berupa BLT

Lembang;

b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan
hewani;

c. Pencegahar Stunting tingkat Lembang; dan
d. kegiatan penanganan pandemi Corona Viius

Disease 20 t9 (COVID-|9) di Lembang.
(2) Besaran Dana Lembang yang digunakan untuk

mendanai kegiatan prioritas sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) BL? Lembang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kepada
keluarga penerima manfaat yang memenuhi
kriteria sebagqi berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang

berdomisili di Lembang bersangkutan dan
diprioritaskan untuk keluarga miskin yang

-21 -



termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;

b. kehilangan mata pencaharian;

c. mempunyai arggota keluarga yang rentan

sa-kit menahun/kronis;

d. keluarga miskin penerima jaring pengaman

sosial lainnya yang terhenti baik yarg

bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

e. keluarga miskin yang terdampak pandemi

Coronn Virus Disease 2Ol9 (COVID-|9\ dan
belum menerima bantuan; atau

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga

tunggal laljut usia.

(21 Da,lam hal keluarga penerima manfaat BLT

Lembang sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1)

merupakan petani, BLT Lembang dapat digunakan
untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Lembang.

(4) Keputusan Kepala Lembang sebagaimana

dima-ksud pada ayat (3) paling kurang memuat:

a. nama dan a-lamat keluarga penerima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat

berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
c. jumlah keluarga penerima manfaat.

(5) Besaran BLT Lembang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga
penerima manfaat.

(6) Pembayaran BLT Lembang kepada keluarga
penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan
Jaauari dan dapat dibayarkan paling banyat
untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

{71 Dalam hal pembayaran BLT Lembang bulan kedua
sampai dengan bulan keduabelas lebih besar dari
kebutuhan BLT Lembang berdasarkan perekaman
jumlah keluarga penerima manfaat buian kesatu
yang berlaku selama 12 (duabelas) bulan maka
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pembaya,ran atas selisih kekurangan BLT Lembang

bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas

menggunakan dana Lembang untuk BLT Lembang

setiap bulan.

(8) Jumiah keluarga penerima manfaat BLT Lembang

bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas

tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Lembang bulan kesatu.

(9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat

BLT Lembang sebagaimana dimaksud pada

ayat (8), meninggal dunia atau tidak memenuhi

kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala

Lembang wajib mengganti dengan keluarga

penerima manfaat yang baru.

(10) Dalam ha1 terdapat perubahan daftar keluarga
penerima manfaat BLT Lembang dan/atau
penambahan jumlah keluarga penerima manfaat

BLT Lembang, perubahan danlatau penambahan

tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kepala

Lembang,

Pasal 13

(1) Pemerintah Lembang menganggarkan kegiatan
ketahanan pangan dan hewani sebagaimana

dimaksud daiam Pasal 11 ayat (1) huruf b dalam
APBLembang.

(2| Pemerintah Lembang melakukan penyesuaian

kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai

dengan karakteristik dan potensi Lembang.

Pasal 14

(1) Penanganan pandemi Corona Virus Dsease 2OI9
(COVID-191 sebagaimana dimal<sud dalam pasal 11

ayat (1) huruf d, dilakukan mela_lui pos komando
penanganar pandemi Corona Virus Disease 2Ol9
(COVID-|q) di tingkat Lembang atau pos jaga di
Lembang.

(2) Pos komando penanganan pandemi Coronn Virus
Disease 2019 (COVID-|7\ atau pos jaga
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki

fungsi:

a. pencegahan;

b. penanganan;

c. pembinaan; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan Coronn

Virus Disease 2Ol9 (COVID-|9\ di tingkat

Lembang.

(3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Coronrt

Virus Disease 2OI9 (COVID-|9\ termasuk

pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan

masyarakat mikro di Lembang yang dilaksanakan

oleh Lembang berdasarkaa fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2]1, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(41 Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan

kegiatan penangarlan pandemi Coronn Virus

Disease 2Ol9 (COVID-|9) yang didanai dari Dana

Lembang.

(5) Pemerintah Lembang dapat melakukan
penyesuaian anggaran dukungan pendanaan

penanganan Corona Vints Disease 2O\9 (COVD-|9)

sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 11 ayat (1)

huruf d, dengan memperhatikan tingkat kasus

Corona Virus Disease 2Ol9 (COWD-191 yang

ditetapkan oleh satuaa tugas Corona Virus Disease

2OI9 (COVID-|9) setempat paling cepat 3 (tiga)

bulan setelah Pemerintah Lembang

menganggarkal dukungan pendanaan penanganan

Corona Virus Disease 2OI9 (COVID-|9).

(6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan

sebagaimana dima,ksud pada ayat (5) dapat
digunakan untuk mendaaai kegiatan yang menjadi
prioritas Lembang.

Pasa.l 15

Penggunaan Dana Lembalg sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 berpedomaa



pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan kegiatan yang didalai dari Dana

Lembang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

l2l Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana

Lembang diutamakan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga

kerja dari masyarakat Lembang setempat.

Pasal 17

(1) Kepala Lembang bertanggungjawab atas

penggunaan Dana Lembang sebagaimaaa

dimaksud da-lam Pasa-l 1 1 ayat (1).

(21 Bupati melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Lembang.

BAB VII
PELAPORAN DANA LEMBANG

Pasa-l 18

(1) Kepala Lembang menyampaikan laporan realisasi

penyerapan dan capaian keluaran Dana Lembang

setiap ta,hap penyaluran kepada Bupati melalui
Dinas.

t2l Laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluararr Dana Lembang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana kmbang tahun anggaran

sebelumnya; dan

b. laporal realisasi penyerapar darr capaian

keluaran Dana Lembang disampaikan setiap

tahap kepada Bupati melalui Dinas.

(3) Laporan rea,lisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Lembang Tahun Anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a disampaikan paling tambat tanggal 7

(tujuh) Februari Tahun Anggaran berjalan.

-25-



(41 Laporan realisasi penyerapan dan capaian

keuangan Dana Lembang sampai dengan tahap II

disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh ) Juni

Tahun Anggaran berjalan.

(5) Da,lam hal terdapat pemutakhiran capaian

keluaran setelah batas waktu penyampaian

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4), Kepala Lembang dapat menyampaikan

pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati

melalui Dinas.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

(1) Bupati menunda penyaluraa Dana Lembang

apabila:

a. belum menerima dokumen sebagaimana

dimatsud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4);

b. terdapat sisa dana desa di RKL Tahun

Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga

puluh persen); dan

c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat

Pengawas Fungsional Daerah.

(21 Penundaan penyaluran Dana Lembang

sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan terhadap penyaluran Dala Lembang

tahap II Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa

Dana Lembang di RKL Tahun Anggaran

sebelumnya.

(3) Dalam ha1 Sisa Dana Lembang di RKL Tahun
Angga-ran sebelumnya lebih besar dari jumlah
Dana Lembang yang akan disalurkan pada tahap
1I, penyaluran Dana Lembang tahap II tidak
dilakukan.

(41 Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan
Juni Tahun Anggaran berjalan sisa Dana Lembang

di RKL Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran
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Dala Lembaag yang ditunda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tida-k dapat disalurkan dan

menjadi sisa Dana Lembang di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Lembang yang tidak
disalurkaa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

l,embang.

(6) Dana Lembalg yang tidak disalurkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan
kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi/usulan sebagaimara dimaksud pada

ayat (1) hurufc disampaikan oleh aparat pengawas

fungsional di Daerah dalam ha1 terdapat potensi

atau telah tedadi penyimpangan penyaluran

dan/ atau penggunaarl Dana Lembang.

BAB IX

KBTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Bupati menyalurkan kemba_1i Dana Lembang yang
ditunda da,lam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud daiam pasa,l 19 ayat
(1) hurul a telah diterima;

b. sisa Dana Lembang di RKL tahun anggaran
sebelumnya kurang dari atau sama dengan
30% (tiga puluh persen); dan

c. terdapat usulan dari apa-rat pengawas

fungsional daerah.
(21 Dalam hal penundaan penyaluran Dana Lembang

sebagaimana dimaksud dalam pasa.l 19 ayat (1)

berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun
angga-ran, Dana Lembang tidak dapat disalurkan
lagi ke RKL dan menjadi sisa Dana Lembang di
RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Lembang di RKUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2| kepada
Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dal
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Dana Lembang.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Lembang

yang bersangkutan mengenai Dala Lembang yang

ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November

tahun anggaran bedalan dan agar dianggarkan

kembali dalam rancangan APBlembang tahun

anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Darra

Lembang di RKUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2\ dalam rancangan APBD tahun anggaran

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6) Daiam hal Lembang telah memenuhi persyaratan

penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli
Tahun Anggaran berjalar, Bupati menyampaikan

permintaan penyaluran sisa Dana Lembang tahap I
yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik darr

Dana Lembang paling lambat minggu kedua bulan
Juli tahun angga-ran berjalan.

Pasal 2 1

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana

Lembang dalam hal setelah dikenakan sanksi
penundaan penyaluran Dana Lembang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf b, masih terdapat sisa Dana Lembang di RKL

lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(21 Pemotongan penyaluran Dana Lembang

sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) dilakukan
pada penyaluran Dana Lembang tahun anggaran

berikutnya.
(3) Bupati meiaporkan pemotongan penyaluran Dana

Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Kepala KPPN selaku KpA penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa.
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TI TORAJA UTARA,

S BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal

SEKRtrTARIS DAE
KABUPATEN TO A UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasd22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal l7 lebuciri 2o27
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